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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. PT Karunia Mitra Bersatu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

jasa yang membantu perusahaan lain (klien) dalam mengurus administrasi 

dan konsultasi di bidang perpajakan. PT Karunia Mitra Bersatu merupakan 

badan usaha berbentuk perseroan terbatas dimana pemiliknya bertindak 

sebagai direktur perusahaan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 

kesadaran dan kepatuhan wajib pajak badan di Surabaya yang masih kurang 

dalam pembayaran atau kontribusi pada negara, dapat dibuktikan pada klien 

PT Karunia Mitra Bersatu yang masih memberi solusi mengenai sanksi 

pajak dan tax amnesty pada setiap klien atau perusahaan lain dalam bidang 

usaha industri, jasa dan dagang, dimana beberapa industri, jasa dan dagang 

masih belum mengerti alur membayar pajak, telat membayar pajak dan tidak 

membayar pajak. PT Karunia Mitra Bersatu membantu perusahaan yang 

belum mengetahui perpajakan, sehingga mampu meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak badan di Surabaya. 

2. Hasil analisis secara simultan bahwa tax amnesty dan ketegasan sanksi pajak, 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan 

terutama pada klien PT Karunia Mitra Bersatu di Surabaya. 

3. Hasil analisis, bahwa tax amnesty dan ketegasan sanksi pajak berpengaruh 

secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan.   
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4. Variabel tax amnesty berpengaruh paling dominan terhadap kepatuhan wajib 

pajak badan, hal ini dapat dilihat dari hasil uji dominan pada tabel IV.20. 

Nilai beta variabel tax amnesty (X1) lebih besar dari nilai beta variabel 

ketegasan sanksi pajak (X2), dengan nilai X1 sebesar 0,527 dan X2 memiliki 

nilai sebesar 0,407, sehingga mengindikasikan bahwa tax amnesty (X1) lebih 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. 

B. Saran 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, saran untuk 

PT Karunia Mitra Bersatu yang diharapkan dapat dijadikan alternatif dalam 

meningkatkan jasa konsultan pajak yang lebih maksimal bagi perusahaan 

adalah sebagai berikut:  

1. Hasil dari analisis regresi sederhana dengan variabel  tax amnesty dan 

ketegasan sanksi pajak, sebaiknya PT Karunia Mitra Bersatu 

menggunakan tax amnesty  karena dapat membantu meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak badan di Suarabaya.  

2. Adanya perencanaan pajak dengan metode lain yang ada di PT Karunia 

Mitra Bersatu yang berpengaruh pada klien atau perusahaan lain, sehingga 

bermanfaat lebih untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan di 

seluruh Indonesia. Adanya tax amnesty sangat berpengaruh untuk 

peningkatan kepatuhan wajib pajak badan di Surabaya, disisi lain 

ketegasan sanksi pajak juga harus terus diperhatikan untuk meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak badan di Indonesia. 
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